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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Semenjak dilahairka di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat umtuk
hidup secara terratur. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk senantiasa hidup
bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi
pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai
kentuan tersebut. Patokanpatokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk
berprilaku secara pantas yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang

sekaligus merupakan suatu harapan.t

Ketika kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia
tidak perlu repot lagi ketika bepergian. Meskipun membawa sejumlah keuntungan,
kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya
penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah
kecelakaan. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertip di jalan raya
masih rendah sehingga untuk menemukan palanggaran yang melakukan pelanggaran
di jalan.raya, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah. Sebagai bagian

dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan

! Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta: 2010, him.1



potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu
lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomoi dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas

penyelenggaraan Negara.?

Adanya transpotasi dimasyarakat menyebabkan adanya spesialisasi atau
pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya adat istiadat dan budaya
suatu bangsa atau daerah. Lalalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang
ramai menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum.® Pelanggaran Lalu lintas adalah
pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan
bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya baik
hilangnya nyawa maupun lukaluka.* merupakan suatu permasalahan yang cukup
kompleks, dikarenakan modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor ini banyak
dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang umumnya memliki kendaraan. Modifikasi
tanda nomor Kkendaraan bermotor bagi pelaku merupakan suatu hal yang
menyenangkan karena pemilik kendaraan itu sendiri bisa membuat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor sesuai dengan yang diinginkan, sementara Undang-Undang telah

mengatur tentang bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor

2 Penjelasan Umum atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3http: //digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20I1.pdf, diaskes, tanggal, 2 januari 2019.

4 http://umbangs.blogspot.co.id/2012/06/pengertia n-lalu-lintas.html, diaskes, tanggal
,2 januari 2019



kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor telah diatur dalam Pasal 68 dan pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan jalan yang berbunyi:

@

@

©

@

©

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor;

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan
Bermotor, dan masa berlaku;

Tanda Nomor kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku;

Tanda Nomor kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentu, ukuran, bahan,
warna, dan cara pemasangan;

Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai dimaksud pada ayat (3) dapat
dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus, dan/atau Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor rahasia;

Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, yang berbunyi:” Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor
di jalan yang tidak di pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang di tetapkan
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksut dalam pasal 68



ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paing lama 2(dua) bulan atau denda paling
banyak Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)”

Pada dasarnya permasalahan yang terjadi di Kota Palembang tercakup dalam
Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4). Namun dalam penegakan hukumnya Kepolisian Resor
Kota Palembang tetap melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran modifikasi

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Namun timbul suatu permasalahan pada modifikasi tanda nomor kendaraan
bermotor yaitu dimulai dari kelangkaan bahan tanda nomor kendaraan itu sendiri, hal
ini dimulai sejak Tahun 2013 sehingga menimbulkan celah bagi pemilik kendaraan
yang belum diberikan tanda nomor kendaraan untuk membuat sendiri, dan pada saat
membuat sendiri inilah ada celah modifikasi seperti membuat pelat dalam bentuk nama

atau bentuk lain yang diinginkan pemilik kendaraan bermotor.

Adapun bentu modifikasi yang di lakukan oleh pengguna kendaraan yaitu
pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang seharusnya dibuat dalam bentuk
angka namun dirubah menjadi berbentuk huruf dan bisa dibaca menjadi suatu kata.
Jarak antara nomor registrasi tidak sesuai aturan, bahkan ada yang digabungkan, serta
melakukan kombinasi dan merubah nomor registrasi sebisa mungkin sehinggan nomor
registrasi pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi sebuah kata yang sesuai

dengan keinginan pemilik kendaraan

Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran modifikasi Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor sebagai;



() Ringannya ancaman pidana dan denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

@ Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat;

@ Terjadinya kelangkaan terhadap bahan dasar pembuatan pelat/tanda nomor
kendaraan bermotor;

@ Adanya intervensi terhadap aparatur penegak hukum;

(®) Banyaknya penyedia jasa pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
dijalanan yang memberikan kemudahan pada masyarakat untuk melakukan
modifikasi;®
Dengan demikian maka untuk menghadapi hal tersebut, di perlukan

penegakkan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam kaitan ini yang di beri wewenang
khusus oleh undang-undang adalah pejabat polisi Republik Indonesia®, para penegak
hukum harus mampu meningkatkan kualitasnya, baik berupa kecakapan profesional
dan integritas kepribadian. Terhadap pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan
bermotor maka peran dari aparatur pemerintah penegak hukum untuk dapat melakukan
penindakan terhadap pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor
terutama peranan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diataur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan

5> Ilham Gunawan , Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik,
Sinar Grafika, Jakarta: 1994, him. 11.

5Penjelasan Umum atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana



dibantu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Serta Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi
Kendaraaan Bermotor.

Dengan demikian bahwa masih banyak pengendara yang tidak taat dan bahkan
melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat dan masih banyak masyarakat yang
menggunakan plat nomor palsu, akibatnya timbul berbagai macam tindak kejahatan
dengan menggunakan Plat Nomor Kendaraan Palsu

Contohnya kejahatan penipuan yang dilakukan salah satu mantan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggunakan plat nomor palsu. dan
penipuan yang dilakukan warga Dumai yang menggunakan plat nomor palsu untuk
mengelabui petugas dari aksi kejahatannya mengedarkan narkotika di wilayah Kota
Palembang.” Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan
dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih jauh yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

" https://media.neliti.com/media/publications/185257-1D-penegakan-hukum-pidana-terhadap-
pemalsua.pdf, diaskes, tanggal 22 februari 2019



“Peranan Kepolisian dalam penegakan sanksi pelaku tindak pidana pelanggaran

ketentuan Pasal 280 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan di Kota Palembang”

B. Rumusan Masalah

1.

2.

Bagaimanakah penegakan hukum pidana pelanggaran modifikasi tanda nomor
kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 280 UndangUndang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu
Lintas Resor Kota Palembang?

Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana pelanggaran
modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh

Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resot Kota Palembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Untuk mengetahui penegakan hukum pelanggaran

2.

modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 280
UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Palembang.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum



pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh

Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Palembang.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mengarah kepada aspek berikut :

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan teori tentang Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat praktisi
Secara praktis, penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumbang saran dan
masukan bagi kepolisian resot kota Palembang guna mengatasi kendaraan yang
tidan menaati aturan yang berlaku yang sesuai di tetapkan oleh Pasal 280
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum Pidana
Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang di hadapi oleh
setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi

menegakan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam



konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses
berlangsungnya perwujutan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyatannya
memuncak pada pelaksanan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu
sendiri® Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan
hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam
masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas
masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku

yang taat pada hukum?®

2. Teori Efektivitas

Teori efektivitas ini dapat di artikan sebai keterbatasan dalam mencapai
target atau tujuan yang telah di tetapkan efektivitas memiliki beragam jenis,
salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan efektivitas dalam studi ini
diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesui dengan norma-norma
hukum?©
Teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto adalah bahwa efektivitas
atau tidaknya suatu hukum di temukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu. *

1) Faktor hukumya sendiri (Undang-Undang);

8 Ishag.Dasar Dasar ilmu hukum ,(jakarta sinar Grafika,2012),him 244

® Padmo wahyono dkk. Kerangka landasan pembangunan hukum,(jakarta : Pustaka sinar
Harapan,1997)him 31

10 Hans kelsen, Teori tentang hukum dan negara, Diterjemahkan dari buku Hans
Kelsen,General Theory of law state oleh raisul Muttagien.Bandung :Nusa Media 2013,him 54

11 Sorjono Soekanto,Faktor —Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum (Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada, 2008), him 8



2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menetapkan hukum;

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum;

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
ditetapkan;

F. Metode Penelitian

Metode Penellitian adalah cara yang tersusun dengan baik dengan
menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan
mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak

benaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa.!?
1. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis Empiris yang
ditunjang oleh data-data yang didapat langsung dari lapangan dan lebih menitik
beratkan pada data primer.!3 Serta di dukung dengan tinjauan metode yuridis

normatif.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui penegakan hukum terhadap

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

12 Sopejono soekanto.Pengantar Penelitihan Hukum, (jakarta:Universitas Indoneisa 1984)
3Ronny Hartijo Soemitro,Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990,him. 35.



Angkutan Jalan oleh pihak kepolisian dengan cara mengambil data di lapangan,

berdasarkan sampel yang penulis tentukan dalam penelitian.

2. Sumber Data Penelitian

A.Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer
Dalam sumber data primer ini yaitu dilakukan dengan
wawancara dengan pihak terkait yang dalam hal ini adalah pihak
Kepolisian di Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang dan beberapa
orang yang melanggar ketentuan Pasal 280 Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilaya

setempat.

2 Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau
merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui

penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian

kepustakaan yang diperoleh dari UndangUndang Nomor 22 Tahun



2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dibantu dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012'* Tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2) Bahan Hukum Sekunder
Penelitian dari pada sarjana yang berupa buku yang berkaitan
merupakan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari literatur, hasil
dengan pembahasan.
3) Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui
ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer
dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesi.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Satuan Lantas
Polresta Palembang. Pengambilan lokasi ini dikarenakan di Wilayah
Hukum Kepolisian Satuan Lantas Polresta Palembang masih banyaknya
terjadi Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Yaitu

penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan

14 https://smalbncilacap.wordpress.com/ilmu-umum/peraturan-pemerintah-pp/pp-nomor-80-
tahun-2012-tentang-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan/ tanggal 2 januari 2019



standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pasal 280 Undang-Undang No. 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Arikunto berpendapat bahwa populasi adalah keseluruan subyek
penelitian.sedangkan menurut Sugiono, populasi dapar didefinisikan
sebagai wilaya generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang yang di tetapkan
oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya,
populasi adalah keseluruan atau himpunan obyek dengan ciri yang
sama. Populasi daberupa orang, benda (hidup atau mati) kejadian,

kasus-kasus, wakti, atau tempat denagan sifat atau ciri yang sama *°

Adapun yang di jadikan populasi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Resort Kota Palembang ;

15 Bambang Sugiono, Metodologi Penelitian Hukum, (jakarta : rajawali pers,2012), HIm 118



2. Pemilik kendaran yang melanggar ketentuan pasal 280 Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota
Palembang

B. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki
populasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang di maksud
sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil dilakukan tidak terhadap

populasi, akan tetap dilaksanakan pada sempel.

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai barikut :

1. Kepala Satlantas Polreta Palembang
2. Pemilik kendaran yang melanggar ketentuan pasal 280 Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota
Palembang
5. Teknik Pengupulan data
Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif peneliti ini
menggunakan cara sebagai berikut;

a. Kuisioner

Kuisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara
membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan

permasalahan yang akan di teliti.



b. Wawancara
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara
terstruktur yang berarti bahwa dalam melakukan wawancara penulis
telah mempersiapkan terlibih dahulu daftar pertanyaan yang hendak
disampaikan, guna untuk menggali informasi sebanyak- banyaknya
tentang modifikas tanda Nomor kendaran dari para narasumber.
c. Observasi
Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian
guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal
yang di teliti terkait dengan pengelolaan retribusi daerah pada
Kepolisian Resort Kota Palembang.
6. Analisis Data
Dalam penelitian hukum ini Dalam penelitian ini data yang terkumpul
dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan
statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan
menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Kemudian
dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu
menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat
khusus.

7. Penarikan Kesimpulan

16 Sugiyono,Metode Penelitian Hukum,Bandung,2012,him.56



Penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang
diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan
pendapat ahli, teori-teori dan peraturan dan peraturan Perundang-undangan

yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.!’

7Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Ul-Press, Jakarta, 2006
him. 11.
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